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2.713 Hektare Terbakar dalam 3 Bulan
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Rudal Iran Kembali
 Hantam Wilayah Israel

Iran: Harga 
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Trump Galau

KEBIJAKAN Work From Home 
(WFH) atau bekerja dari rumah 
akan diberlakukan Pemerintah 
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 
setelah Lebaran 2026. Langkah 

Surat tersebut telah dikirim melalui jalur 
online website pengaduan DPR RI. 
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman 
berpendapat bahwa Panja DPR tersebut 

diperlukan sebagai pengawas eksternal KPK.
"Panja DPR tetap diperlukan sebagai penga-

was eksternal sebagai wakil rakyat bisa dianggap 
atasan KPK, yang bisa memotong anggaran jika 
kinerja KPK buruk," ujar Boyamin dalam keteran-
gan tertulis, Kamis (26/3).

Ia juga berpendapat meskipun Menteri Agama 
era Presiden Joko Widodo itu telah dikembalikan 
ke dalam rutan, peristiwa pengalihan tahanan ru-
mah secara sembunyi-sembunyi dan menyimpang 
lainnya dari KPK tetap diperlukan Panja DPR 
guna memotret secara utuh atas dugaan penyim-
pangan sekaligus rekomendasi perbaikan.

Medan, MIMBAR - Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegas-
kan Teheran enggan maju ke meja perundingan dan menyatakan akan terus 
berperang dengan Amerika Serikat-Israel. Araghchi juga mewanti-wanti AS 
dan Israel untuk bersiap dengan perlawanan Iran.

"Saat ini, kebijakan kami adalah melanjutkan perlawanan," kata Araghchi 
di televisi pemerintah, demikian dikutip AFP, Rabu (25/3).

"Kami tidak berniat untuk bernegosiasi - sejauh ini, belum ada negosiasi 
yang terjadi, dan saya yakin posisi kami sepenuhn-
ya berprinsip," imbuh dia.

Araghchi memandang negosiasi dengan AS 
saat ini sama "dengan mengakui kekalahan."

SITUASI di Selat Hormuz disebut mi-
liter Iran tidak akan kembali ke kondisi sebel-
umnya di tengah meningkatnya ketegangan di 
kawasan Timur Tengah.

Pernyataan itu disampaikan juru 
bicara Markas Pusat 
Khatam Al-Anbiya 
militer Iran, 

SERANGAN rudal Iran kembali menghantam wilayah Is-
rael pada Kamis (26/3), melukai enam orang dan menyebab-
kan kerusakan pada sejumlah bangunan.

Juru bicara layanan medis darurat Israel, Magen David 
Adom (MDA), mengatakan paramedis memberikan per-

awatan kepada enam korban.
"Sebanyak enam orang yang mengalami 

luka ringan akibat dampak ledakan", ujar 
Adom, dikutip AFP.

Jakarta, MIMBAR - Anggota Komisi 
I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin  
mendesak proses hukum kasus penyeran-
gan air keras terhadap Wakil Koordinator 
KontraS, Andrie Yunus tetap dilanjutkan 
menyusul mundurnya Kepala Badan 
Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen Yudi 
Abrimantyo.

Menurut Hasanuddin, Pusat Polisi Mi-
liter (Puspom) TNI harus tetap mengusut 
kasus itu hingga tuntas, termasuk pihak 
yang memberi perintah penyiraman air 
keras terhadap Andrie Yunus.

"Harus ada proses hukum dan sejauh 
mana proses hukum itu sampai ke Kabais 

Jakarta, MIMBAR - Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) men-
catat total luasan kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla) di Provinsi Riau telah mencapai 
2.713,26 hektare dalam kurun waktu tiga bu-
lan terakhir, terhitung sejak 1 Januari hingga 
24 Maret 2026.

Jakarta, MIMBAR - Banjir mel-
anda sejumlah desa di wilayah Kabu-
paten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 
(25/3) sekitar pukul 22.00 WIB. Banjir 
ini menyebabkan ratusan rumah warga 
terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) menyebut banjir terjadi di 
Desa Karangmalang, Desa Ketanggungan, 
Desa Cikeusal Lor, Desa Padasugihan, 
Desa Dukuhturi, dan Desa Buara.

"Sebanyak 568 rumah yang ditinggali 
oleh 568 kepala keluarga (KK) terdampak 
banjir, dengan 34 jiwa mengungsi di Desa 
Karangmalang, masing-masing di rumah 
warga dan fasilitas kesehatan setempat," 
kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Ko-
munikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Mu-
hari dalam keterangannya, Kamis (26/3).

Abdul menyebut banjir dipicu hujan 

Dalam politik internasional, kekuatan tidak hanya 
ditentukan oleh jumlah rudal, kapal induk, atau koali-
si militer. Kekuatan juga ditentukan oleh kemampuan 
seorang pemimpin mengendalikan narasi. Dalam 
konteks inilah, apa yang tampak sebagai “ketegasan” 
Presiden Donald Trump terhadap Iran 
sesungguhnya memperlihatkan 
satu gejala lain: kegalauan komu-
nikasi politik.

Trump selama ini dikenal 
sebagai pemimpin dengan gaya 
komunikasi yang agresif, teat-
rikal, dan penuh klaim keme-
nangan. Namun, ketika berha-
dapan dengan Iran, retorikanya 
justru menunjukkan pola yang 
ambigu: di satu sisi mengancam 
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Jakarta, MIMBAR - 
Masyarakat Anti Korupsi 
Indonesia (MAKI) men-
girimkan surat kepada 

Komisi III DPR RI untuk 
membentuk panitia kerja 

(panja) guna pendala-
man terkait sengkarut 
pengalihan penahanan 
rumah mantan Menteri 

Agama Yaqut Cholil 
Qoumas oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi 
(KPK).


